
PERATURAN

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR2/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PERSYARATANDANMEKANISMESERTIFIKASI

HAKASASIMANUSIAPERIKANAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang :a. bahwadalam rangkamelaksanakanketentuanPasal9ayat(5)

PeraturanMenteriKelautandanPerikananNomor35/PERMEN-

KP/2015tentangSistemdanSertifikasiHakAsasiManusiapada

UsahaPerikanan,perlumengaturpersyaratandanmekanisme

SertifikasiHakAsasiManusiaPerikanan;

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalam

hurufa,perlu menetapkan Peraturan MenteriKelautan dan

PerikanantentangPersyaratandanMekanismeSertifikasiHak

AsasiManusiaPerikanan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor3886);

2. Undang-Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor118,

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4433)

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor45

Tahun2009tentangPerubahanatasUndang-UndangNomor31

Tahun2004tentangPerikanan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor154,



-2-

TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5073);

3. Undang-UndangNomor7Tahun2016tentangPerlindungandan

Pemberdayaan Nelayan,PembudiDaya Ikan,dan Petambak

Garam(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor

68,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5870);

4. PeraturanPresidenNomor7Tahun2015tentangOrganisasi

KementerianNegara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun

2015Nomor8);

5. PeraturanPresidenNomor63Tahun2015tentangKementerian

KelautandanPerikanan(LembaranNegaraRepublikIndonesia

Tahun2015Nomor111);

6. PeraturanMenteriKelautandanPerikananNomor23/PERMEN-

KP/2015tentangOrganisasidanTataKerjaKementerianKelautan

danPerikanan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015

Nomor1227);

7. PeraturanMenteriKelautandanPerikananNomor35/PERMEN-

KP/2015tentangSistemdanSertifikasiHakAsasiManusiapada

UsahaPerikanan(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2015

Nomor1851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

PERSYARATAN DAN MEKANISMESERTIFIKASIHAKASASIMANUSIA

PERIKANAN.

BABI

KETENTUANUMUM

BagianKesatu

Pengertian

Pasal1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaandanpemanfaatansumberdayaikandanlingkungannya

mulaidaripraproduksi,produksi,pengolahan sampaidengan

pemasaranyangdilaksanakandalamsuatusistembisnisperikanan.

2.Hak AsasiManusia yang selanjutnya disingkatHAM adalah

seperangkathakyang melekatpada hakikatdan keberadaan
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manusiasebagaimakhlukTuhanYangMahaEsadanmerupakan

anugerah-Nyayangwajibdihormati,dijunjungtinggi,dandilindungi

olehnegara,hukum,pemerintah,dansetiaporangdemikehormatan

sertaperlindunganharkatdanmartabatmanusia.

3.Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau

kelompokorangtermasukaparatnegarabaikdisengajamaupun

tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum

mengurangi,menghalangi,membatasi,dan/ataumencabuthak

asasimanusiaseseorangataukelompokorangyangdijaminoleh

undang-undang mengenaiHAM,dan tidakmendapatkan,atau

dikhawatirkantidakmemperolehpenyelesaianhukumyangadildan

benar,berdasarkanmekanismehukumyangberlaku.

4.UsahaPerikananadalahkegiatanyangdilaksanakandengansistem

bisnisperikananyangmeliputipraproduksi,produksi,pengolahan,

danpemasaran.

5.KapalPerikananadalahkapal,perahu,ataualatapunglainyang

digunakanuntukmelakukanpenangkapanikan,mendukungoperasi

penangkapan ikan,pembudidayaan ikan,pengangkutan ikan,

pengolahanikan,pelatihanperikanan,danpenelitian/eksplorasi

perikanan.

6.PengusahaPerikananadalahorangyangmelakukanusahadi

bidangperikanan.

7.Pekerjaadalahsetiaporangyangbekerjadenganmenerimaupah

atauimbalandalambentuklaindariPengusahaPerikanan.

8.AwakKapalPerikananadalahsetiaporangyangbekerjadiatas

KapalPerikanan dengan menerimaupah atau imbalan dalam

bentuklain.

9.Nakhoda adalah pemimpin tertinggidikapaldan mempunyai

wewenangdantanggungjawabtertentusesuaidenganketentuan

peraturanperundang-undangan.

10.AhliPenangkapan Ikan (fishing master)adalah Awak Kapal

Perikananyangmemilikikompetensidalam mengenaliwilayah

penangkapanikan,perencanaanoperasipenangkapanikanyang

bertanggungjawab,sertamelaporkankegiatanpenangkapanikan.

11.MasyarakatSekitaradalahmasyarakatyangtinggaldisekitar

lingkungan kegiatan dan operasiPengusaha Perikanan yang

berpotensiterkenadampakpelanggaranHAM darikegiatandan

operasiPengusahaPerikanan.
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12.Sistem Penghormatan HAM pada Usaha Perikanan, yang

selanjutnya disingkatSistem HAM Perikanan adalah sistem

manajamenperusahaanuntukmemastikanpenghormatanHAM

olehPengusahaPerikanan.

13.Kebijakan HAM adalah pernyataan yang berisi komitmen

PengusahaPerikananuntukmenghormatiHAM parapihakyang

terkaitdengankegiatanusahaperikanan,termasukpekerjalautdan

masyarakatsekitar.

14.UjiTuntas HAM adalah suatu proses yang dilakukan oleh

PengusahaPerikananuntukmengidentifikasi,menilai,mencegah,

melakukanmitigasi,danmengatasidampakpelanggaranHAM

yang ditimbulkan darikegiatan,operasidan hubungan bisnis

PengusahaPerikanan.

15.Pemulihan HAM adalah proses yang bertujuan untuk

menyelesaikandampakpelanggaranHAM yangdisebabkanatau

turut serta disebabkan oleh Pengusaha Perikanan melalui

mekanismekeluhanyangefektifsecarayudisialdannon-yudisial.

16.SertifikasiHAM padaUsahaPerikananyangselanjutnyadisebut

SertifikasiHAM Perikananadalahsuatuprosesuntukmenilaidan

memastikanketaatanPengusahaPerikanandalam melaksanakan

SistemHAMPerikanan.

17.LembagaPenilaiadalahkumpulanorangdan/ataukekayaanyang

terorganisasidanmerupakanbadanhukum Indonesiayangtelah

diakreditasiolehTim HAM Perikananuntukmelakukantugas

penilaiandalamsertifikasiHAMPerikanan.

18.LembagaPelatihanadalahlembagapelatihanmilikPemerintah

ataukumpulanorangdan/ataukekayaanyangterorganisasidan

merupakanbadanhukum IndonesiayangterakreditasiolehTim

HAM PerikananuntukmelakukanpelatihansertifikasiHAM pada

usahaperikanan.

19.AkreditasiadalahrangkaiankegiatanpengakuanformalolehTim

HAM Perikanan,yangmenyatakanbahwasuatuLembagaPenilai

atau Lembaga Pelatihan memilikikompetensiserta berhak

melaksanakanpenilaianataupelatihan.

20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahandibidangkelautandanperikanan.
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BagianKedua

Tujuan

Pasal2

Penetapanpersyaratandanmekanismesertifikasibertujuanuntuk

mengaturtatacarasertifikasiHAMperikanan,sebagaiacuanbagiTim

HAMPerikanandanpemangkukepentinganlainnya.

Pasal3

RuanglingkupPeraturanMenteriinimeliputi:

a.kewenanganpenerbitansertifikatHAMperikanan;

b.persyaratandantatacarapenerbitansertifikatHAMperikanan;

c.LembagaPenilai;

d.LembagaPelatihan;

e.keluhan;dan

f. pendanaan.

BABII

KEWENANGANPENERBITANSERTIFIKATHAMPERIKANAN

Pasal4

(1)MenteriberwenangmemberikansertifikatHAM perikanankepada

Pengusaha Perikanan yang telah melaksanakan sistem HAM

perikanandandinyatakanlulussertifikasiHAMperikanan.

(2)Menterisebagaimana dimaksud pada ayat(1)melimpahkan

kewenanganpenerbitansertifikatHAM perikanankepadaKetua

TimHAMPerikanan.

BABIII

PERSYARATANDANTATACARAPENERBITANSERTIFIKATHAM

PERIKANAN

Pasal5

(1)UntukmemperolehsertifikatHAM perikanansebagaimanayang

dimaksuddalam Pasal4ayat(1),PengusahaPerikananharus

terlebihdahulumenerapkansistemHAMpadausahaperikanan.

(2)Setelah menerapkan sistem HAM pada usaha perikanan

sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pengusaha Perikanan

mengajukansuratpermohonanpelaksanaanpenilaiansertifikasi

HAMperikanankepadaKetuaTimHAMPerikanan.

(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)



-6-

disampaikanolehPengusahaPerikananataupenanggungjawab

perusahaanperikanantanpaperantara.

(4)KetuaTim HAMPerikananselanjutnyamenunjukLembagaPenilai

yangtelahdiakreditasiuntukmelakukanpenilaianberdasarkan

usulanPengusahaPerikananpadasaatpengajuanpermohonan.

(5)Dalam halbelum adaLembagaPenilai,makapenilaiandapat

dilakukanolehKetuaTimHAMPerikanan.

(6)SuratpermohonanpelaksanaanpenilaiansertifikasiHAMperikanan

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)harusdilengkapidengan:

a.SuratIzinUsahaPerikanan(SIUP)danSuratIzinPenangkapan

Ikan(SIPI)atauSuratIzinKapalPengangkutIkan(SIKPI),bagi

orang perseorangan,persekutuan,atau badan hukum yang

memilikiataumenyewadan/ataumengelolakapalperikanan;

b.SIUP dan suratkelayakan pengolahan (SKP)bagiorang

perseorangan,persekutuan,ataubadanhukum yangmemiliki

unitpengolahanikandan/ataumemasarkanprodukperikanan;

c.laporanpenerapansistemHAMperikanan;dan

d.fotokopidokumenawakkapalpenangkapikandanpekerja,yaitu:

1.perjanjiankerjabersama;

2.keikutsertaanpadaserikatpekerja,bagiyangmemiliki;

3.perjanjiankerjalautataukontrakkerja;

4.asuransidanjaminansosial;dan

5.sertifikatkompetensiperikanan.

e.suratusulanLembagaPenilai.

(7)DalamhalPengusahaPerikananmempekerjakantenagakerjaasing,

selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

permohonanharusdilengkapidengan:

a.rekomendasitenagakerjaasingdibidangperikanan;

b.rencanapenggunaantenagakerjaasing;

c.visakerja;dan

d.izinmenggunakantenagaasing(IMTA).

(8)Kelengkapandokumenpersyaratansebagaimanadimaksudpada

ayat(6)danayat(7)yangtelahdiajukanolehPengusahaPerikanan

menjadimilikSekretariatTimHAMPerikanan.

Pasal6
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(1)Berdasarkansuratpermohonansebagaimanadimaksud dalam

Pasal5ayat(2),KetuaTim HAM Perikananmelakukanverifikasi

dokumenpersyaratanpalinglambat7(tujuh)harikerjasejak

dokumenditerimasecaralengkap.

(2)Berdasarkanhasilverifikasidokumenpersyaratansebagaimana

dimaksudpadaayat(1),KetuaTimHAMPerikananmenerbitkan:

a.surat penolakan permohonan penilaian sertifikasi HAM

Perikanan,apabila verifikasimenunjukkan hasildokumen

persyaratantidakbenar;

b.suratpengembalian permohonan penilaian sertifikasiHAM

Perikanan,apabila verifikasimenunjukkan hasildokumen

persyaratantidaklengkap;atau

c.suratpelaksanaanpenilaiansertifikasiHAM perikanankepada

Lembaga Penilaiyang ditunjuk dengan tembusan kepada

pemohonpenilaiansertifikasiHAM Perikanan,apabilaverifikasi

menunjukkanhasilkesesuaiandokumenpersyaratan.

Pasal7

(1)Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat penolakan

permohonanpenilaiansertifikasiHAM Perikanansebagaimana

dimaksuddalam Pasal6ayat(2)hurufa,dalam jangkawaktu1

(satu)tahunwajibmengajukankembalisuratpermohonanpenilaian

sertifikasiHAM Perikanansebagaimanadimaksuddalam Pasal5

ayat(2).

(2)Surat permohonan sertifikasi HAM Perikanan sebagaimana

dimaksudpadaayat(1),dilengkapidengandokumenpersyaratan

sertifikasiHAM perikanan yang benar,lengkap,dan sesuai

sebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(6).

(3)Dalam menyiapkankembalidokumenpersyaratansertifikasiHAM

perikananyangbenar,lengkap,dansesuaisebagaimanadimaksud

dalam Pasal6ayat(2),PengusahaPerikanandapatmengajukan

permohonan program pendampingan teknis dariTim HAM

Perikanan.

(4)Program pendampingan teknis dari Tim HAM Perikanan

sebagaimanadimaksudpadaayat(3)menggunakanAnggaran

PendapatandanBelanjaNegara.

Pasal8
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(1)Pengusaha Perikanan yang mendapatkan surat perbaikan

kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penilaian

sertifikasiHAM Perikanansebagaimanadimaksuddalam Pasal6

ayat(2)hurufb,wajibmelengkapikembalidokumenpersyaratan

sertifikasiHAMperikananpalinglambat6(enam)bulansejaksurat

pengembalianpermohonanpenilaiansertifikasiHAMPerikanan

(2)Dokumen persyaratan sertifikasiHAM perikanan yang telah

dilengkapisebagaimanadimaksudpadaayat(1)untukselanjutnya

diverifikasikembalisebagaimanadimaksuddalamPasal6ayat(1).

Pasal9

(1)PengusahaPerikananyangtelahmendapatkansuratpelaksanaan

penilaiansertifikasiHAM perikananwajibmembuatkontrakkerja

denganLembagaPenilai.

(2)Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1)meliputi

penilaiansistemHAMperikanandanpemantauanHAMperikanan.

(3)Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

disampaikankepadaKetuaTimHAMPerikanan.

Pasal10

(1)LembagaPenilaiyangtelahditunjukolehKetuaTimHAMPerikanan

danmenandatanganikontrakkerjadenganPengusahaPerikanan

sebagaimanadimaksuddalam Pasal9ayat(1),melaksanakan

tugas:

a.penilaiansistemHAMperikanan;dan

b.pemantauankepatuhanpelaksanaansistemHAMperikanan.

(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan suratpenunjukan kepada Lembaga PenilaiHAM

perikanandariKetuaTimHAMPerikanan.

(3)Dalam melaksanakansetiaptugassebagaimanadimaksudpada

ayat(1),LembagaPenilaiwajibmenyampaikanlaporantertulis

kepadaKetuaTimHAMPerikanan.

Pasal11

(1)PelaksanaantugaspenilaiansistemHAMperikananolehLembaga

Penilaisebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)hurufa,

antaralain:

a.penentuantimpelaksanadantimpendamping;
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b.penyusunanruanglingkupdanrencanakerja;

c.penentuanlokasiaudit;

d.penilaiandokumentasi;dan

e.penilaiankesesuaiandokumentasiterhadappenerapanHAM

perikanan,melaluipemantauanlapangandanwawancara.

(2)Penilaiandokumentasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

d,terdiridari:

a.sistem,kebijakan,hasilujituntas,pemulihan,dankriteriaHAM

perikanan;

b.laporanpenerapansistemHAMperikanan;dan

c.kompetensikoordinatorHAM.

(3)Pemantauanlapangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

e,dilaksanakandi:

a.kantor;

b.kapalperikanan;dan/atau

c.unitpengolahanikan.

(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufe,

dilakukankepada:

a.awakkapalperikanan;

b.pekerja;

c.syahbandardipelabuhanperikanan;

d.pengawasperikanan;

e.kepalapelabuhanperikanan;

f.pengawasketenagakerjaan;

g.serikatpekerja;

h.asosiasiPengusahaPerikanan;dan/atau

i.petugasimigrasi;

(5)Pelaksanaantugaspenilaiansistem HAM perikanansebagaimana

dimaksudpadaayat(1),dilakukanpalinglama30(tigapuluh)hari

kerja.

(6)Dalamhalterdapatperubahanpelaksanaantugaspenilaiansistem

HAM perikanansebagaimanadimaksudpadaayat(1),ditetapkan

olehLembagapenilaidandisetujuiolehKetuaTimHAMPerikanan.
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Pasal12

(1)Hasilpelaksanaantugaspenilaiansistem HAM perikananoleh

LembagaPenilaisebagaimanadimaksuddalamPasal11ayat(1),

meliputilaporan:

a.kesesuaian;atau

b.ketidaksesuaian.

(2)Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1),wajibdisampaikan

olehLembagaPenilaisecaratertuliskepadaKetuaTim HAM

Perikananpalinglambat5(lima)harikerjasetelahmasawaktu

pelaksanaantugasberakhir.

Pasal13

(1)DalamlaporankesesuaiansebagaimanadimaksuddalamPasal12

ayat(1)hurufa,Lembaga Penilaimemberikan rekomendasi

penerbitansertifikatHAMperikanan.

(2)Tim HAM Perikananmelakukanverifikasidanpenilaianlaporan

pelaksanaantugassebagaimanadimaksuddalamPasal12ayat(2).

(3)Verifikasidanpenilaianlaporanpelaksanaantugassebagaimana

dimaksudpadaayat(2),dilaksanakanpalinglama7(tujuh)hari

kerja setelah penyampaian laporan pelaksanaan tugas

sebagaimanadimaksuddalamPasal12ayat(2).

(4)KetuaTim HAM Perikananmenerbitkansurathasilverifikasidan

penilaianlaporanpelaksanaantugaskepadaLembagaPenilai.

(5)Apabilaterdapatkekuranganpadalaporanpenilaian,hasilverifikasi

disampaikankepadaLembagaPenilaiuntukdilengkapipalinglama

14harikerjasejaktanggalpenerimaanolehLembagaPenilai.

(6)Penilaianlaporansebagaimanadimaksudpadaayat(3),dapat

diperolehdariberbagaisumberantaralainbeberapapemangku

kepentingan yang terkaitsepertiasosiasi,pejabatpemerintah

setempat,Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat,

karyawanperusahaanyangdiaudit,dansumberlainnya.

Pasal14

(1)KetuaTim HAM PerikananmenerbitkansertifikatHAM perikanan

kepada Pengusaha Perikanan yang memenuhikriteria HAM
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Perikanan berdasarkan hasilverifikasidan penilaian laporan

penilaianLembagaPenilai.

(2)PengusahaPerikananyangtidakmemenuhipersyaratankriteria

HAM Perikanan,ditolakdandimintauntukmelakukantindakan

perbaikansertamengajukanpermohonansertifikasikembali.

(3)FormatsertifikatHAMPerikanansebagaimanadimaksudpadaayat

(1),tercantum dalam LampiranIyangmerupakanbagiantidak

terpisahkandariPeraturanMenteriini.

Pasal15

(1)Dalam laporan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal12 ayat (1) huruf b,Lembaga Penilaimemberikan

rekomendasi,yaitu:

a.rekomendasimenolakmenerbitkansertifikatHAM perikanan,

apabilaPengusahaPerikanantidakmenerapkanseluruhsistem

HAMperikanan;atau

b.rekomendasitindakanperbaikansebelummenerbitkansertifikat

HAM perikanan, apabila Pengusaha Perikanan terdapat

kekurangandalampenerapansistemHAMperikanan.

(2)Berdasarkan laporan ketidaksesuaian dari Lembaga Penilai

sebagaimanadimaksudpadaayat(1),KetuaTim HAM Perikanan

menerbitkan:

a.suratpenolakan,apabila dalam laporan penilaian Lembaga

PenilaimerekomendasikanmenolakmenerbitkansertifikatHAM

perikanansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa;atau

b.surattindakanperbaikan,apabilarekomendasidalam laporan

penilaian Lembaga Penilai merekomendasikan tindakan

perbaikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb.

(3)SuratpenolakanpenerbitansertifikatHAMperikanansebagaimana

dimaksudpadaayat(2)hurufa,dansurattindakanperbaikan

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)hurufb,palinglambat

diterbitkan 3 (tiga)harikerja setelah laporan resmitertulis

disampaikanolehLembagaPenilai.

Pasal16

(1)Pengusaha Perikanan yang mendapat surat penolakan
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sebagaimanadimaksuddalam Pasal15ayat(2)hurufa,dalam

jangkawaktu6(enam)bulanwajibmengajukankembalisurat

permohonansertifikasiHAMPerikanan.

(2)PengusahaPerikananyangmendapatsurattindakanperbaikan

sebagaimanadimaksuddalam Pasal15ayat(2)hurufb,dalam

jangkawaktu2(dua)bulanwajibmelakukantindakanperbaikan.

(3)Pengusaha Perikanan yang melakukan tindakan perbaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan

permohonan program pendampingan teknis dariTim HAM

PerikanansebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(4).

(4)Pengusaha Perikanan yang telah selesaimelakukan tindakan

perbaikansebagaimanadimaksudpadaayat(3),harusmengajukan

permohonansuratpelaksanaanpenilaiansertifikasiHAMperikanan

olehLembagaPenilai.

Pasal17

(1)PelaksanaantugaspemantauankepatuhanHAM Perikananoleh

LembagaPenilaisebagaimanadimaksuddalam Pasal10ayat(1)

hurufb,dilaksanakanpalingsedikit2(dua)kaliselamamasa

berlakusertifikatHAMperikanan.

(2)Pemantauandilakukanuntukmenilaikepatuhanperusahaandalam

melaksanakanSistemHAMPerikanan.

(3)HasilPemantauanHAM Perikanansebagaimanadimaksudpada

ayat(1),menjadibahanpertimbanganKetuaTim HAM Perikanan

untuk memberikan tindakan administrasiberupa rekomendasi

perbaikan,teguran,pembekuandan/ataupencabutan.

Pasal18

FormatlaporanpelaksanaantugasLembagaPenilaisebagaimana

dimaksud dalam Pasal10,tercantum dalam Lampiran IIyang

merupakanbagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

BABIV

LEMBAGAPENILAI

Pasal19

(1)SetiaporanguntukmenjadiLembagaPenilaiHAMPerikanan,harus
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mengajukan permohonan kepada Ketua Tim HAM Perikanan

denganmelampirkanpersyaratansebagaiberikut:

a.aktapendirian dan perubahan terakhiryang terdaftarpada

KementerianHukumdanHakAsasiManusia;

b.NomorPokokWajibPajak(NPWP);

c.TandaDaftarPerusahaan(TDP);

d.strukturorganisasiperusahaandengandisertaiuraiantugasdan

tanggungjawabyangjelas;

e.dokumen penerapan SNIISO/ IEC 17021-1:2015 tentang

Persyaratan Lembaga Penyelenggara Auditdan Sertifikasi

SistemManajemen;dan

f.sertifikat pelatihan teknis HAM Perikanan atau sertifikat

kompetensibidangHAMPerikanan.

(2)Lembaga Penilaimemilikitenaga penilaiyang memilikilatar

belakangpendidikandan/ataupengalamandibidanghakasasi

manusia, hukum, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan,

lingkunganhidup,sosial,danekonomi.

(3)Berdasarkanpermohonansebagaimanadimaksudpadaayat(1),

palinglama3(tiga)harikerjasejakditerimanyasuratpermohonan,

TimHAMPerikananmelakukan:

a.pemeriksaan dan penilaian kelengkapan dan keabsahan

dokumenpermohonan;

b.pengamatan dan penilaian kantorLembaga Penilaiterkait

kesesuaiandenganpersyaratanLembagaPenyelenggaraAudit

danSertifikasiSistemManajemen;

c.pengamatanpelaksanaanpekerjaanpenilaianLembagaPenilai

untukmemastikankesesuaiandenganpersyaratanLembaga

PenyelenggaraAuditdanSertifikasiSistemManajemen.

(4)Apabilapermohonantidaklengkap,tidakbenar,dan/atauhasil

pengamatan dan penilaian kantor Lembaga Penilai dan

pengamatanpelaksanaanpekerjaanpenilaianLembagaPenilai,Tim

HAM Perikanan menemukan bahwa Lembaga Penilaitidak

memenuhi persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan

SertifikasiSistem Manajemen,maka permohonan ditolakdan

pemberitahuanpenolakandisampaikanpalinglama3(tiga)kerja

setelahpenolakan.

(5)Tim HAM PerikananmengumumkancalonLembagaPenilaiyang

akandiakreditasiuntukmemintatanggapanPublikdalam jangka
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waktu7(tujuh)harikerja.

(6)Tim HAM Perikanan memberikan akreditasikepada Lembaga

Penilaiyang memenuhipersyaratan Lembaga PenilaiHAM

Perikanan.

(7)Lembaga Penilaiyang tidak memenuhipersyaratan sebagai

LembagaPenilaiHAM dapatmenyampaikankembalipermohonan

akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk memenuhi

persyaratan.

(8)Tim HAM PerikananmelakukanpemantauankepadaLembaga

PenilaiyangtelahmemilikiAkreditasipalingsedikit1(satu)kali

dalam1(satu)tahundan/atausewaktu-waktuapabiladiperlukan.

Pasal20

(1)LembagaPenilaiyangtelahdiakreditasimempunyaikewajiban

sebagaiberikut:

a.menjaga independensi dari Pengusaha Perikanan untuk

menghindarikonflikkepentingan;

b.menjagakerahasiaanpengusahaperikananyangdinilaioleh

LembagaPenilai;

c.tidak memilikihubungan keluarga,kerja,manajemen,dan

keuangandenganpengusahaperikananyangdinilaiselama3

(tiga)tahunterakhir;

d.menyampaikanlaporankegiatantahunankepadaTim HAM

Perikanan.

(2)LembagaPenilaiyangtelahmemenuhiketentuanuntukdiakreditasi

ditetapkanolehKetuaTimHAMPerikananatasnamaMenteri.

BABV

LEMBAGAPELATIHAN

Pasal21

(1)SetiaporanguntukmenjadiLembagaPelatihanHAM Perikanan,

harusmengajukanpermohonankepadaKetuaTimHAMPerikanan

denganmelampirkanpersyaratansebagaiberikut:

a.Aktapendiriandanperubahanterakhiryang terdaftarpada

KementerianHukumdanHakAsasiManusia;

b.NomorPokokWajibPajak(NPWP);

c.TandaDaftarPerusahaan(TDP);dan

d.Strukturorganisasiperusahaandengandisertaiuraiantugas
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yangtanggungjawabyangjelas.

(2)LembagaPelatihanmemilikitenagapelatihyangmemilikilatar

belakangpendidikandan/ataupengalamankerjadibidanghak

asasimanusia,hukum,ketenagakerjaan,kelautandanperikanan,

lingkunganhidup,sosial,danekonomi,sertaKeselamatandan

KesehatanKerja(K3).

(3)Lembaga Pelatihan dibawah kementerian/lembaga,perguruan

tinggi,dapatmengadakan pelatihan dengan tetap memenuhi

persyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1)danayat(2).

(4)LembagaPenilaiyangtelahmemenuhiketentuanuntukdiakreditasi

ditetapkanolehKetuaTimHAMPerikananatasnamaMenteri.

Pasal22

(1)LembagaPelatihanyangakanmenyelenggarakanpelatihanHAM

Perikananharusmemilikikurikulumpalingsedikitmeliputi:

a.HAMdalamperspektifhukumIndonesia;dan

b.PeraturanMenteriKelautandanPerikanantentangSistem dan

SertifikasiHAMPerikanan.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenaipelatihan HAM Perikanan,

ditetapkanolehKetuaTimHAMPerikanan.

Pasal23

(1)BerdasarkanpermohonansebagaimanadimaksuddalamPasal21

ayat(1),palinglama3(tiga)harikerjasejakditerimanyasurat

permohonan,Tim HAM Perikananmemeriksakelengkapandan

menilaidokumenpermohonanpalinglama3(tiga)harikerjasejak

tanggalditerimasuratpermohonan.

(2)Apabilapermohonantidaklengkapdan/atautidakbenar,maka

permohonanditolakdanpemberitahuanpenolakandisampaikan

palinglama3(tigahari)kerjasetelahpenolakan.

(3)TimHAMPerikananmengumumkancalonLembagaPelatihanyang

akandiakreditasiuntukmemintatanggapanPublikdalam jangka

waktu7(tujuh)harikerja.

(4)Tim HAM Perikanan memberikan akreditasikepada Lembaga

PelatihanyangmemenuhipersyaratanLembagaPelatihanHAM

Perikanan.

(5)LembagaPelatihanyangtidakmemenuhipersyaratansebagai

Lembaga Pelatihan HAM dapat menyampaikan kembali
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permohonan akreditasi setelah melakukan perbaikan untuk

memenuhipersyaratan.

(6)Tim HAM Perikanan melakukan pemantauan kepada Lembag

PelatihanyangtelahmemilikiAkreditasipalingsedikit1(satu)kali

dalam1(satu)tahundan/atausewaktu-waktuapabiladiperlukan.

(7)Dalam halbelum adaLembagaPelatihan,makapelatihandapat

dilakukanolehTimHAMPerikanandenganmelibatkanahlisebagai

tenagapelatihyangmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksud

dalamPasal21ayat(2).

BABVI

KELUHAN

Pasal24

LembagaPenilaiberkewajibanmenanganisetiapkeluhanterkaitproses

penilaian dan pemantauan berdasarkan mekanisme penyampaian

keluhanpadaSNIISO/IEC17021-1:2015tentangPersyaratanLembaga

PenyelenggaraAuditdanSertifikasiSistemManajemen.

Pasal25

(1)Tim HAM dapatmenerima keluhan darimasyarakattentang

pelaksanaansistemHAMPerikanan.

(2)Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diterima dan

diverifikasiolehTimHAMPerikanan.

(3)Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang

menyampaikankeluhan.

(4)Hasilverifikasikeluhan terhadap pelaksanaan sistem HAM

PerikananmenjadibahanpertimbanganTimHAMPerikanandalam

menjalankantugas,tanggungjawabdanwewenangnya.

(5)Hasilevaluasiterhadapsebagaimanadimaksudpadaayat(4),

disampaikankepadapihakyangmenyampaikankeluhanpaling

lama7(tujuh)harikerja.

Pasal26

(1)Tim HAM dapatmenerima keluhan darimasyarakattentang
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pelaksanaanpenilaianyangdilakukanolehLembagaPenilaidan

pelaksanaanpelatihanyangdilakukanolehLembagaPelatihan.

(2)Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat(1),diterima dan

dievaluasiolehTimHAMPerikanan.

(3)Tim HAM Perikanan harus menjaga kerahasiaan pihak yang

menyampaikankeluhan.

(4)Hasilevaluasisebagaimana dimaksud pada ayat(2),dapat

dijadikansebagaibahanpertimbanganTimHAMPerikanandalam

menjalankantugas,tanggungjawabdanwewenangnya.

(5)Hasilevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat(4),disampaikan

kepadapihakyangmenyampaikankeluhanpalinglama7(tujuh)

harikerja.

BABVII

PENDANAAN

Pasal27

Segalabiayayangdiperlukandalam pelaksanaantugasTim HAM

Perikanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negaradan/atausumberlainyangsahdantidakmengikatsesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

BABVIII

PENUTUP

Pasal28

PeraturanMenteriinimulaiberlaku6(enam)bulansejakdiundangkan.
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Agarsetiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal19Januari2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SUSIPUDJIASTUTI

DiundangkandiJakarta

padatanggal23Januari2017ktober20168April2016

201426Juni2014

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2017NOMOR15389
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LAMPIRANI
PERATURANMENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA
NOMOR2/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK
ASASIMANUSIAPERIKANAN

FORMATSERTIFIKATHAMPERIKANAN

MENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.
ttd.

SUSIPUDJIASTUTI
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LAMPIRANII
PERATURANMENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA
NOMOR2/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PERSYARATAN DAN MEKANISME SERTIFIKASI HAK
ASASIMANUSIAPERIKANAN

FORMATLAPORANPELAKSANAANTUGASLEMBAGAPENILAI

1.SAMPULLAPORAN

2.DAFTARISI

2.1 DaftarIstilah………………………………………………………………………………………..1

2.2 Pendahuluan………………………………………………………………………………………..2

2.3 RuangLingkupPenilaian ……………………………………………………………………….…3

2.4 ProsesPelaksanaanPenilaian …………………………………………………………………..4

2.5 TemuanKetidaksesuaian ……………………………………………………………………….5

2.6 HasilPenilaian ……………………………………………………………………………………..6

2.7 Rekomendasi………………………………………………………………………………………7

2.8 RencanaPenilaian …………………………………………………………………………………8

3.DAFTARISTILAH

LaporanPenilaianSertifikasi
HAMPerikanan

PTXYZ
{NamaPengusahaPerikanan/PerusahaanPerikanan}

{Alamat}
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4.PENDAHULUAN

NamaPengusahaPerkanan/
PerusahaanPerikanan

No.SIUP/SIPI/SIKPI/SKP

NamaPemilik
PerusahaanPerikanan

KoordinatorPelaksana
SistemHakAsasi
Manusia(HAM)

AlamatKantor(Kantor
PusatdanKantor
Operasional)

NomorTelpon(Kantor
PusatdanKantor
Operasional)

E-mail

Website

JenisPerusahaan

AlurProsesBisnis
Perusahaan

StrukturOrganisasi
Perusahaan

JumlahKaryawan
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5 RUANGLINGKUPPENILAIAN

KegiataninidimaksudkanuntukmelakukanprosessertifikasisesuaidenganPERATURAN
MENTERINO.35TAHUN2015TENTANGSISTEMDANSERTIFIKASIHAMPERIKANAN.

AreaPenilaian

KantorPusatKapal

KantorOperasional1

KantorOperasional2

KantorOperasional3

KapalPerikanan

UnitPengolahanIkan

6 PROSESPELAKSANAANPENILAIAN

DeskripsiKegiatan
Penilaian

WaktuPelaksanaan
Penilaian

TempatPelaksanaan
Penilaian

TimPenilaian

MetodePenilaian

PersonilPenanggung
JawabPerusahaan
Perikanan

7 TEMUANKETIDAKSESUAIAN

NomorKriteria

DeskripsiKriteria

JenisKetidaksesuaian

8.HASILPENILAIANLEMBAGAPENILAI

Jumlah
Ketidaksesuaian

NomorPasal/Kriteria

Mayor
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Minor

9.KOMITMENTINDAKANPERBAIKAN

(OlehPengusahaPerikanan)

10.HASILKONSULTASIDENGANPARAPIHAK

11.REKOMENDASI

Padabagianini,LembagaPenilaimemberikansalahsatudarirekomendasiberikut:

MenerbitkansertifikatHAMPerikanan

MenangguhkanpemberiansertifikatdanmemintaPengusahaPerikananmelakukantindakan
perbaikandalamjangkawaktu2(dua)bulan

MenolakmenerbitkansertifikatdanmewajibkanPengusahaPerikananmengajukankembali
sertifikasiHAMdalamjangkawaktu6(enam)bulan
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12.RENCANAPENILAIAN

TahapPenilaian PeriodePenilaian

PelaksanaanSertifikasi Tanggal/Bulan/Tahuns.dTanggal/Bulan/Tahun

RencanaPemantauan1 Tanggal/Bulan/Tahuns.dTanggal/Bulan/Tahun

RencanaPemantauan2 Tanggal/Bulan/Tahuns.dTanggal/Bulan/Tahun

MENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SUSIPUDJIASTUTI

LembarPengesahan

JABATAN PARAF

KabagPUUI


